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Abstrak: Dilaksanakan panelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah untuk mengetahui Dannpakk 
UU HPP Pasja Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Toko Meubel Indah. Pelaku UMKM 
diamati, ditelusuri, dikumpulkan datanya, dan diwawancarai menggunakan metode kualitatif dalam 
penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan kajian, pajak UMKM yang tarifnya diturunkan menjadi 0,5 
persen berdampak pada beban pajak yang lebih rendah dan peningkatan pendapatan usaha bagi 
UMKM. Jika dibandingkan dengan perhitungan PP no 23 yang menerapkan tarif pajak 0,5 persen untuk 
usaha dengan omzet kurang dari Rp. 500.000.000, tidak ada tarif biaya yang dipaksakan. Sehingga 
dengan diberlakukannya UU HPP ini sangat berharga bagi UMKM, khususnya UMKM yang baru akan 
merintis usaha. 

Kata Kunci: UU HPP, PP 23, UMKM 

 

Abstract: The research carried out by this researcher was to find out the impact of the HPP Law after 
Government Regulation Number 23 of 2018 on Indah Furniture Stores. MSME actors were observed, 
traced, data collected, and interviewed using qualitative methods in this study. Based on the 
conclusions of the study, the MSME tax whose rate was reduced to 0.5 percent has an impact on lower 
tax burdens and increased business income for MSMEs. When compared with the PP No. 23 
calculation which applies a tax rate of 0.5 percent for businesses with a turnover of less than Rp. 
500,000,000, no forced fee rates. So that the enactment of the HPP Law is very valuable for MSMEs, 
especially MSMEs who are just about to start a business. 
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PENDAHULUAN 

UU HPP diputuskan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tepat tanggal 7 
bulan oktober tahun 2021 menjadi Undang-Unndang No. 7 Tahun 2021. Dalam hal batas 
penghasilan bruto belum dikena pajak tahunan bagi perorangan, UndU HPP berbeda dengan 
ketentuan sebelumnya yaitu pelaku yang buka usaha sendiri dengan peredaran beruto 
tertentu (WP OP PP 23) dibebaskan dari PPh. Dan itu berimplikasi pada UMKM yang memiliki 
omset di bawah Rp. 500 juta/tahun, bebas pajak. Tarif PPhas UMKM mengalami penurunan 
dari sebelumnya 1% yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 menjadi hanya 0,5 persen akibat 
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan dari pelaku usaha atas 
penghasilan dari usaha yang diterima atau didapatkan WP yang peredaran beruto 
(perputaran) tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Omset ini dijumlahkan dari seluruh 
outlet, baik kepala maupun cabang. 

Penulis juga melihat adanya fenomena yang terjadi pada UMKM di Tomohon yaitu Toko 
Indah Meubel yang kurang memahami perubahan aturan baik dalam UU HPP yaitu dari omzet 
yang di bawah 500 juta pertahun nya mereka menganggap bahwa setelah mencapai 500 juta 
maka pelaku UMKM membayar 500 juta dikali tarif yang ditentukan dan pelaku UMKM juga 
kurang memahami perubahan tarif 1% menjadi 0,5%, dan bahkan tujuan dari peraturan 
terbaru ini pelaku UMKM kurang mengetahuinya karena kurangnya sosialisasi dari perubahan 
perubahan tersebut. 
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Dari penjelasan diatas maka penulis ingin meneliti Toko Indah Meubel Tomohon. 
Apakah UU HPP pasca PP 23 berdampak pada Toko Indah Meubel. Maka penulis 
mengangkat judul “Dampak  Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Toko Indah Meubel)”.  

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk 
mengetahui jalannya UndangUndang Harmonisasi Peraaturan Perpajakan (UU HPP) dengan 
Peraturan Pemerintah No23 Tahun 2018 pada Toko Indah Meubel 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Akuntansi Perpajakan 

Secara umum, akuntansi adalah proses pencatatan, pengikhtisaran, 
pengklasifikasian, pengelolaan, dan penyajian data transaksi keuangan dan kegiatan lainnya 
sehingga dapat digunakan oleh seorang yang ahli dibidangnya untuk mengambil suatu 
keputusan 

Akuntansi peerpajakan adalah pencatat ataupun menyusunan laporan keuangan yang 
telah dilakukan oleh dua atau lebih pelaku untuk mengetahui besarrnya pajak yang akan 
dibayarkan.  

 

UndangUndang Harmonisasi Peraturam Perpajakam  (UU HPP) 

Pada 29 Okt 2021, Presiden RI Bapak Jokowi menetapkan Raancangan UndangUndang 
mengenai Harmonisasi Peraturam Perpajakam (UU HPP) memjadi UndangUndang.UU HPP 
bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat, mendorong pertumbuhan, 
memaksimalkan penerimaan negara, membangun sistem perpajakan yang legal dan 
berkeadilan, mengkonsolidasikan kebijakan reformasi perpajakan dan sistemperpajakan, 
serta meningkatkan kepatuham WP. 

Pemerintah memutuskan untuk menjadikan NIK menjadi NPWP oraang pribadi dengan 
menambahkan fungsi NIK.PPh tidak berlaku bagi pengusaha perorangan dengan peredaran 
tertentu (WP OP PP 23) dan peredaran beruto tahunan sampai dengan Rp500 juta. Kendati 
demikian, integrasi ini tidak mengharuskan semua orang membayar pajak. Apabila 
penghasilan setahun melebihi batas PTKP atau peredaran bruto melebihi Rp, dilakukan 
pembayaran pajak. 500 juta per tahun bagi pelaku usaha yang membayar PPhas Final PP 
23/2018. 

 

PPh FINAL TERHADAP UMKM 

Paajak UMKM sebenarnya adalah PPh pasal 4 ayat (2) yang sebenarnya diaturkan 
lebih lanjut pada peraturan yang ada pada PP 23/2018 (peraturan pemerintah). Menurut 
peraturan ini, usaha dengan omset tertentu (UMKM) dan pendapatan tahunan tidak lebih dari 
Rp 4,8 miliar dikenakkkan tarif 0,5 persen. Pedoman ini berlaku sejak 1 Juli 2018 dan 
diharapkan bagi para pelaku UMKM penghibur yang berbadan hukum orang dan zat 
(koperasi, firma, CV, dan orang-orang terbatas). 

Tarif PPh final bagi pelaku usaha dengan penghasilan beruto tertentu telah berubah 
akibat UndangUndang No 7 Thn 2021 yang lebih sering disebut dengan UndangUndang 
Harmonisasi Peraturam Perpajakam (UU HPP). Pelaku yang membuka usaha perorangan 
yang membuat perhitungan dari PPh dengan tarif final 0,5 persen (PP 23/2018) dan memiliki 
peredaran beruto sampai dengan Rp500 juta per tahun tidak lagi dikenakan PPha. 

Seperti yang ketahui dari pengesahan UU No. 7 Thn 2021 tentang harmonisasi 
Peraturam Perpajakam, bagi pelaku usaha perseorangan yang menggunakan PP 23 terhadap 
UMKM terdapat beberapaaa perubahan pengaturan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis memilih jenis penilaian yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi 
dalam ulasan ini, adalah penelitian kualitatif. Menurut Hikmawati (2017), penelitian deskriptif 
adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi suatu 
gejala yang ada—yaitu kondisi suatu gejala sebagaimana adanya pada saat penelitian—
tanpa bermaksud membuat generalisasi. atau mengajukan pertanyaan acak. Akibatnya, 
peneliti dapat menggunakan metode deskriptif untuk membandingkan fenomena sebelumnya 
dan saat ini untuk melakukan penelitian. 

Toko Indah meubel yang berlokasi di Jl. Raya Tomohon No. 28, Paslaten Satu, Kec. 
Tomohon Tim., Kota Tomohon, Sulawesi Utara 95446 menjadi lokasi penelitian ini. Penulis 
memfokuskan penelitian pada dampak UU HPP pasca peraturan pemerintah no 23 tahun 
2018. Dengan laporan pendapatan toko per bulannya dengan potongan tarif pajak yang 
dibayarkan oleh pemilik dengan peraturan yang ada.  

Peneliti menfokuaskan penelitian ini pada pencatatan laporan keuangan toko Indah 
meubel setiap bulannya. dengan perhitungan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 dengan 
adanya penerapan Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan. terhada pencatatan 
laporan setiap bulannya dan perubahan pendapatan dan beban dengan membandingkan 
terhadap Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan. Instrumen pada penelitian ini 
adalah perangkat yang boleh digunakan untuk memperoleh data penelitian, dimana penelitian 
ini menggunakan wawancara dimana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan tentang 
Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pasca peraturan pemerintah no 23 tahun 
2018 terhadap umkm. Sehingga peneliti melakukan tahap wawancara terhadap informan 
yang sebagai pemilik toko.  

Data primer adalah sumber darimana penulis memperoleh data. Sugiyono 
menegaskan (2018:456) Sumber data yang memberikan data secara langsung kepada 
pengumpul data adalah data primer. Informasi dikumpulkan oleh ilmuwan itu sendiri secara 
langsung dari sumber utama atau tempat objek eksplorasi dilakukan. Menurut Sugiyono 
(2018: ), maka peneliti akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan 
perpajakan pasca PP 23 di Toko Mebel Indah, serta data sekunder. 456) data sekunder, atau 
data dari sumber selain perorangan atau dokumen yang tidak secara langsung memberikan 
data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 
buku, jurnal, undang-undang, dan artikel terkait lainnya. 

Pengumpulan data menggunakan studi lapangan, dimana peneliti melakukan observasi 
atau pengamatan secatra langsung di Toko Indah Meubel terhadap pemili toko. untuk 
mendukung kemajuan penelitian melakukan dokumentasi sebagai salah satu pendekatan 
dalam tahap pengumpulan data dari informan untuk menunjang hasil data yang diperoleh 
studi pustaka sangatlah penting dalam pengumpulan data sebagai sumber perspektif dan 
aturan yang direncanakan untuk menyelidiki dan menemukan informasi yang dapat digunakan 
sebagai alasan hipotesis untuk masalah yang terkait dengan penggunaan pembukuan 
cadangan manfaat, penggambaran akan lebih baik apabila menggunakan riset 
keperpustakaan dalam menyelesaikannya. Informasi diikuti melalui bahan pustaka buku dan 
distribusi logis lainnya.  

Analisis kualitatif digunakan sebagai pengecekan informasi atau metode analisis data 
untuk investigasi ini. Sebuah sistem berpikir kritis yang bertujuan untuk menggambarkan apa 
yang terjadi dalam terang realitas yang muncul atau sampai batas tertentu adalah apa yang 
dimaksud dengan metode deskriptif. Siklus eksplorasi dilengkapi dengan pemeriksaan ini, 
yang berfokus pada pengumpulan data dan pengolahan informasi yang diperoleh dari 
berbagai catatan lapangan komplekks dalam struktur yang sistematism memberikan peluang 
untuk menentukan informasi dan membuatnya lebih spesifik dan lugas. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Hasil penelitiaan yang dilakukan penulis Berdasarkan  perhitungan  yang dilakukan 
dari penghasilan di Tahun 2021  toko indah meubel membayar pajak dengan total dalam 1 
tahun Rp 3.012.310,00 dengan tarif pajak 0,5%. Melalui perhitungan penghasilan per bulan 
tersebut menunjukkan bahwa besarnya total penghasilan toko indah meubel dalam tahun 
2021  mencapai Rp 602.462.000,00. 

 

 
Gambar 1. Perhitungan pajak toko indah meubel tahun 2022 

 

Berdasarkan tabel menjelaskan bahwa total peredaran bruto sampai bulan agustus 2022, 
omzet masih berada pada Rp 500 juta, sehingga berdasarkan UU HPP tidak dikenakan bayar 
pajak, berbeda dengan sebelum adanya UU HPP menggunakan PP 23 tahun 2018 dikenakan 
tarif pajak 0,5% setiap bulannya. Ketika omzet lebih dari Rp 500 juta yaitu mulai agustus 
sampai dengan desember kumulatif >Rp 500 juta akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari 
omzet setiap bulannya.  

Berdasarkan  perhitungan  yang dilakukan oleh peneliti dari penghasilan di Tahun 2022  
toko indah meubel membayar pajak jika tidak menggunakan Undang-Undang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan Maka Toko Indah meubel akan membayar pajak sebesar Rp 
3.856.455,00. Setelah adanya pengesahan dan menggunakan Undang-Undang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan maka Toko Indah Meubel hanya membayar pajak sebesar Rp 
1.553.655,00. Dengan Total penghasilan Toko dalam tahun 2022 sebesar Rp 
771.291.000,00. Pada bulan January sampai dengan bulan Juli Toko Indah Meubel hanya   
penghasilan tiap bulannya dan tidak dikenakan tarif pajak. Sedangkan setelah mencapat 
omzet yaitu Rp 500.000.000,00 per Tahunnya baru dikenakan bayar pajak dengan tarif 0,5% 
mulai bulan Agustus dan seterusnya akan dikenakan pajak.  

Dengan adanya penerapan pajak UU HPP ini hanya dikenakan pajak sebesar Rp 
1.553.655,00 sebelum adanya UU HPP hanya dengan menggunakan peraturan pemerintah 
no 23 dikenakan pajak sebesar Rp 3.856.455,00. Dengan total selisih pajak nya adalah Rp       
2,302,800.00. Dengan adanya penerapan UU HPP ini sangat membantu para pelaku UMKM 
meringankan beban usaha mereka. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki dampak dimana pajak 
UMKM dengan tarif pajak yang menurun menjadi 0,5% maka berdampak pada beban pajak 
yang menurun sehingga meningkatkan pendapatan usaha pada UMKM.  

Penulis juga merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: Diharapkan bagi Toko 
Indah Meubel Tomohon agar selalu menerapkan pencatatan penghasilan dan penyetoran 
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sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi penulis berikutnya diharapkan dapat meneliti dengan 
fokus penelitian yang berbeda maupun metode dan objek yang berbeda, sehingga dapat 
memperkaya wawasan dalam bidang penelitian ini. Dan juga peneliti berikutnya agar 
menggunakan peraturan terbaru 
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